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KATA PENGANTAR

ga-lembaga hukum, misalnya kontrak, hak milik, };min.rl;n. p:far.
baik tentang lembaga lembaga hukum ite akan
anduk pada prinstp hukum
dan norma etika

Bisnis selalu melibatkan lemba
konsumen, dan perusahaan. Pemahaman yang "y i
memudahkan pencapaan npcrasinnal bisnis 1w sendin. Bisnis 1nm|n ; e
dan etika, misalnya hukum kewajiban umum, hukum persaingan, m'u :i.“ ! -nwilrl A
masyarakat tempal bisnis beroperast. Pemahaman yang lebih o f“'-'"hi":‘i:l’".l ) [1apd1 skhirmva dapat
etika tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan bisms dengan m:i }-mjklh .u,, *m,-n-llbrnk.:m
memberikan keuntungan yang lebih baik bagi prestan T ‘*’-'"_ 'ln”: Ir;-nak:rakult;u H-ul':um
kemanfaatan kepada para stakeholdernya Berdasarkan latar belakang lcrmf: I;J ' it
Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan Konlerenst Nas:mnal 4.1.1::’,5{ fo f"- .
dengan tema “Mengintegrasikan Hukum dan Fuka ke dalam Corporate Governance

' ; : visnts dart
Kanferens: Nasional 1 telah dukutr aleh para akadermist dan prale hukom | 1
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ke dalam cerporate governance melalur pemaparan dan
pencrbitan Prosiding i) diharapkan gagasan
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dalam mengintegrasikan hukum dan etika
diskusi atas makalal masing-masing. Untuk itu, melalu -
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NTAH NOMOR 14 TAHUN 2014
OLEH MASYARAKAT DI

EMERI
C PERATURANP
DISKRIMINASI CAANZ AKAT

PENGELO
TERHADAP TULUNGAGUNG

Nuor Fadhilah

b v L3

E.mail:nurfafiyalana@greaiLcom

ABSTRAK

if karena menctapkan pembatasan dan

1) [dijlﬂmf"ltf{
Secara normatif, ketentuan dalam PP 142014 bmlfﬂmm“mku" Secara empiris, pengelola zakat dar;

A : ~akat dan

ersyaratan yang ketat bagi pengelola 2a : % otentuan PP meneoask,
persy s ]l"gl me fetap melakukan pengelolaan zakat mcsi:pn_nnl lt“ et 53X m_
masyarakat Ji Tulungaguny P rgumlfm-!: sikap angﬂrg;ﬂ zakat dari

s : k meer
pembatasan yang memberatkan. P cnelitian ini bertuyuart unru : : if dan mengkaji implikasi ketentuan
masyarakat di Tulungagung terhadap Letertuan PP yang diskriminaft ‘

PP terhadap pengelolaan zakar oleh masyarakat di Tulungaguny: Penelitian r‘n;‘J fz"h:L ;;f::f:m; :‘::::hc
empins yang drt.'uhd:m di 3 LAZ 3 amul zakat W‘t“m’mm" “::I%. : -unll'ﬁ:f t;i 'I"uh:r; 1” :}.
Tulungagung. dan Kemenag Tulungagung. Sikap penge lola zakat n_m‘m‘g ; S b

O ' - bedakan menjadi tiga, yaitu: a) mengetahui,

3 SIS 1 di
terhadap Ketentuan PP oyang diskriminatif dapa cyao Tyt =l i
memahami, menerima, dan mewnynudkan ketermuan PP yang diskriminatif dalam pose pe mjdhi hfllmh
erima ketentuan PPyang diskriminatif,

i, dan men
tetapr mewnjiedRannya dalim perilaku hukum berupa ketidaktaatan hukum dengan h_‘{ﬂl_: Hr-t'ﬂg\?'l-uml.;m:
(not use) k:_'n'nlu:m PP dan ¢) memahami dan menerima ketentuan PP yang diskriminatif, tetapi

hukum berupa ketidaktaatan hukum dengan tidak menggunakan (not

mewujudkannya dalam penlaku .
use) ketentuan PP, Implikasi ketentuan PPierhadap pengelolaan zakat oleh masyarakat di Tulungagung

dibedakan menjadi tiga, yaitu: a) Perubahan bentuk kelembagaan pengelola zakat; b) Berkurangnyu
peran masyarakat dalam pengelolaan zakal; dan ¢)Tidak menimbulkan implikasi apapun bagi pengelola

berupa Aetaatan hukum: b) mrengelahud, memah

zakat.

Kata Kunci:
diskriminasi, pengelolaan zakat, lembaga amil zakat, amil zakat perkumpulan

A. PENDAHULUAN
Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki nuansa baru dalam hal kebijakan. Setelah berlaku

selama 12 tahun, akhimya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamandemen dengan
UU No. 23 Tahun 2011 melalui Sidang Paripurna DPR pada tanggal 27 Oktober 2011, Meskipun baru
disahkan, UU ini telah mengundang kontroversi di masyarakat khususnya di kalangan Lembaga Amil
Zakat (LAZ), schingga mendorong diajukannya yudicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Uji
materi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menghasilkan putusan yang
dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Oktober 2013. Melalui putusan No.
86/PUU-X/2012 itu, MK menempalkan posisi LAZ sebagai pihak yang membantu BAZNAS'.

' Nur Fadhilah, “Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-undangan®,
YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, (Desember 2016): 499
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masyarakat. PP ini mempunyai semangat dan substansi vy
' munﬂlf‘““ p.:ngclnh.m zakat nasional oleh Pemenntah melalui BAZNAS dan d
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PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan U No. 23 tahun 2011 i ka
== aun SO vang ditetapkan pasca

:amah Konstitusi ali tidak
n Mahkam nstitust sama sekali tidak membawa ANJIN segar bagi pengelolaan zakar oleh
s : £ igeiolan za Ole

N8 sama dengan UU No. 23 Tahun 201 1. vaitu

o P - di saal yang sama
mmdmknmmasllan pengelolaan zakat oleh masvarakat P’PJIi‘muhdtn.ti"lh;-;{-” ket t t-g k
1 Qar 2221 hetentuan teknis

yans tebih keras dan mematikan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2011
Kemajemukan dan sejarah perzakatan nasional sudsh e
wﬂnpn atau perkumpulan orang dalam masyarakat jauh sebelum adanya PP No. 14 Tahun 2014
Ketentuan PP yang diskriminatif dalam penclitian ini adalah sebaga: berikut | | e
a) Psil 55 menegaskan; bahiwa tugas LAZ adalah tflf;nb:mh; BAZNAS
mensubordinasikan kedudukan Laz sebagai lembaga AZNAS.

di bawah BAZNAS sebagai lembaga penzelola zakar va

menunjukkan eksistenss amil zakat

Ketentuan  ini
pengelols zakat yang dibentuk masvarakat
. h . : ng dibentuk pemenntah;
b) Pasal 57-59 menunjukkan inkonsistensi perumusan ketentuan pembentukan LAZ. Pasal 57
mcn}"-'lllﬂk‘ﬂ“ bahwa dalam svarat pembentuban LA7 tercapat pilihan untuk terdaftar sebagai
organisasi I-:f-masyumkal.s_n Islam atau lembaga berbadan hukum. Pilihan tersebut ndak dnwauk:tn
pada Pasal 58 dan Pasal 39 dengan hanya menyatakan “organisasi kemasvarakatan Islam”™ tanpa
menambahkan “lembaga berbadan hukum”, bahkan pada Pasal 38 permohonan tertulis 1zin
pembentukan LAZ dilakukan dengan melampirkan kedua surat Keterangan tersebut. Ketentuan ini
memberatkan LAZ dalam mekamisme peniimannya; dan
¢) Pasal 66 membalasi pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang d
wilayah yang secara geagratis belum tenangkau oleh BAZNAS dan LAZ
Pembatasan dalam PP No. 14 Tahun 2014 terhadap pengelolaan zakat oleh masyarakat bisa
mengakibatkan pengaruh atau dampak merugikan bagr pengelola zakat dan unsur masvarakat, baik
jnngkﬂ pendek maupun jangka panjang. Dalam hal i PP adalab bentuk diskriminast langsung
terhadap masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat. Ketentuan Jdalam PP vang memberlakukan
persyaratan yang lebih ketat terhadap pengelola zakat dari unsur masyarakat u.hb.;ndmgk.m dengan
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dapat menghambat peluang yang sama dalam
pengelolaan zakat. Pengakuan PP terhadap keberadaan amil zakat perseorangan atau perkumpulan

~ orang dalam masyarakat yang hanya beroperasi di wilavah vang belum tenangkau BAZNAS dan LAZ

telah menghilangkan kesempatan bagi amil 2akat perseorangan atau perkumpulan orang dalam
masyarakat di wilayah vang sudah memiliki BAZNAS dan LAZ untuk melakukan pengelolaan zakal.
Pembentukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang berwenang melakukan rtugas
pengelolaan zakat di Tulungagung. tidak menghalangi pengelola zakat dari unsur masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan zakat. Sebelum UU Pengelolaan Zakat ditetapkan, pengelola
zakat dari masyarakat baik itu vang berbentuk LAZ maupun amil zakat perseorangan atau perkumpulan
orang dalam masyarakat sudah melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan,
pendistribusian, dan pelaporan zakat. LAZ Yatim Mandiri Tulungagung, LAZISNU Tulungagung, dan

~ LAZISMU Tulungagung adalah LAZ perwakilan yvang melakukan pengelolaan zakat di Tulungagung
~ sebelum PP ditetapkan. Grismart Tulungagung adalah amil zakat perkumpulan orang vang berada di
- bawah yayasan dan melakukan pengelolaan zakat meskipun belum memenuhi ketentuan PP. Selain itu,
Yayasan al Husna dan takmir Masjid Nurul Huda juga menenma zakat dan masyarakat mesKipun
.3:. terletak di wilayah yang secara geografis terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan tidak memeberitahukan
' kegiatan pengelolaan zakat secara tertulis kepada kepala KUA. UPZ Masjid al Munawwar adalah

*  Yusuf Wibisono M engelola Zakat Indonesia: Dirkursus Pengelelaan Zakat Nasional dari Rezrm UU No. 38

. Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Takun 2011,(Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 196,
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mbagaan untuk memenubhi ketentuan PP yang

le
pengelola zakat yang melakukan perubahan bentuk ke
diskriminatif. R heni menunjukkan bahwa ulam,
s : Destri Budi Nugra
Penclitian Niken Subekti Budi Utamt dan | atau lembaga pengelola zakat, namup

tuk mengangkat ami
ralisasi berada di tangan peme

lang dalam pengelolaan -
‘hatikan tujuannya, adanya unsur victimizing,

sepakat atas kewajiban penguasa un
rumusan pengelolaan zakat secara sent :
dengan melihat peran masyarakal yang gem! .
kriminalisasi yang melipuli pemidanaan harus "“,‘"_1 l; o dolam mengkriminalisasi LAZ seper
pringip blays dan hasf dan dulingsy magyer ndl—: CIIT: tang Pengelolaan Zakat'. Penelitian Trie
yang dilentukan dalam Pasal 4 = HLIHIH'T I:: ]:nng;sahnn UU No. 23 Tabhun 2011 tentang
is Rosyidah dan Asfi Manzilati menunjukkan baliw ik gl

:21ge1:rI:a|1 Zakat telah menjadikan lembaga amil zakat menjadi resah:‘E:}JLT}J;I,T:;};:M:: I::gI:]ﬂat
dalam hal perijinan seperti keharusan berbentuk ormas pada Pasal I8. h. e pk'ﬂ edan bc.rFuhfl h“"
zakat yang meliputi pengumpulan, pendaya dan penyaluran zaki I jalan tanpa
terpengaruh dengan pengesahan UU No. 23 Ta

Pengelola zakat dari masyarakal mempunyai kesempat "
melakukan pengelolaan zakat di Tulungagung. ITubungan au.ﬂ.lra muz.a. I, ‘
masyarakat, dan mustahik telah terjalin sekian lama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan.
penanggulangan kemiskinan. Keberadaan pengelola zakat dari maﬁ)’ﬂﬂ-‘lki‘} yang telah lama beroperasi
meskipun sudah memiliki BAZNAS akan menghadapi dilema dengan bcrl:lk.ur'tya PP
lolaan zakat oleh masyarakal. Penelitian ini

rintah, masih dapat diperdebatkan
zakat melalui LAZ, Kriteria

gunaan, :
hun 2011 tentang Pengelolaan Zakat®.
an yang sama dengan BAZNAS untuk

pengelola zakat dari

di Tulungagung,
No. 14 Tahun 2014 yang mendiskriminasikan penge -
dilakukan di Tulungagung dengan pertimbangan bahwa Penyclenggara Syariah Kemenag Tulungagung
telah melakukan sosialisasi ketentuan PP dengan menghadirkan MUI Tulungagung, masyayikh, Kyai,
BAZNAS Tulungagung, LAZ, dan beberapa UPZ BAZNAS. Dalam sosialisasi tersebut dikemukakan isi,
tujuan, dan manfaat ketentuan PP bagi ketertiban pengelolaan zakat «i Tulungagung. ‘Tokoh agama
}".‘llllg diundang saat itu juga menguatkan tujuan dan manfaat ketentuan PP bagi keberlangsungan
pengelolaan zakat di Tulungagung®. Penclitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap pengelola zakat
dari masyarakal di Tulungagung terhadap ketenluan PP No. 14 Tahun 2014 yang diskriminatil dan
mengkaji implikasi ketentuan PP yang diskriminatif lerhadap pengelolaan zakal oleh masyarakat di
Tulungagung.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk mengkaji perilaku hukum pengelola zakat
dari unsur masyarakat yang ada di Tulungagung baik yang berbentuk LAZ maupun yang berbentuk
amil zakat perkumpulan orang. Penelitian ini dilakukan di 3 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 amil zakat
perkumpulan orang, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid al Munawwar yang melakukan
pengelolaan zakat di Tulungagung. LAZ yang menjadi lokasi penelitian adalah: Yatim Mandiri Cabang
Tulungagung, LAZISMU Tulungagung, dan LAZISNU Tulungagung. Amil zakat perkumpulan orang
yang menjadi lokasi penelitian adalah: GRISMART Tulungagung, Yayasan al Husna, dan Masjid Nurul
Huda. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Kemenag Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS
Tulungagung.

Jenis d‘“[“ yang digunakan adalah data primer dan data sckunder. Sumber data primer dipilih
secara purposive sampling/sampel bertujuan yang didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa

Niken Subekti Budi Utami dan Destri Budi Nugraheni, "Kriminalisasi p
Ketentuan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011)", Y
' Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilaij,

¢l engelolaan Zakat (Tinjauan
wstisia Vol.2, No.1, (Januari- April 2013); 47.

Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas

Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pad a o
Mahasiswa FEB Vol 1, No 1, (2012/2013), ot Fada Beberapa LAZ di Kota Malang)”, Jurnal limiah

®  Wawancara dengan AB, P

R T

enyelenggara Syariah Kemenag, Tulungagung, 29 Agustus 2017
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nforman menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data Inf. dal

pelitian ini terdiri dari pengelola zakat dari unsyr masyarakat yang melakukan E;'I el nlrma:al: ‘*:l“
Tulungagung, yaitu: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah Muhamm:di Eahu ;EJ:ZIS:{IU;
Tulungagung. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah Nahdlapu) Ulama [LAZISN}LrJ} Tulunga
LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung, GRISMART Tulungagung, takmir Masjid Numlg Ig'luundi
Tanggungunung, Yayasan al Husna Boyolangu dan UPZ Masjid al Munawar, Adapun narasumber
Jalam penelitian ini adalah Penyelenggara Syariah Kementerian Ag
BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data
yang telah diolah oleh orang lain dan tersaji dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data
sekunder menunjuk pada informasi tertulis tentang pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat
dari masyarakat di Tulungagung, hasil penelitian terdahuly, peraturan perundangan, pendapat para ahli
hukum danyurisprudensi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber, yailu: pengelola zakat dari unsur masyarakal yang berbentuk LAZ,
amil zakat perkumpulan orang, Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang
dipernleh melalui teknik yang berbeda, yaitu wawancara dan dokumentasi.

ama Kabupaten Tulungagung dan

B. PEMBAHASAN

Sikap Pengelola Zakat dari Masyarakat di Tulungagung terhadap Ketentuan PP No. 14 Tahun 2014

Ketentuan PP No. 14 Tahun 2014 yang diskriminatif tidak menyurutkan langkah pengelola
zakat dari unsur masyarakat di Tulungagung. Pengelolaan zakat oleh masyarakat di Tulungagung
dilakukan olch LAZ dan amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan. LAZ yang melakukan
pengelolaan zakat di Tulungagung dalam penelitian ini adalah LAZ Yatim Mandiri Cabang
Tulungagung, LAZISMU Kabupaten Tulungagung, dan LAZISNU Kabupaten Tulungagung. Amil
zakat perkumpulan orang atau perseorangan yang melakukan pengelolaan zakat di Tulungagung dalam
penelitian ini adalah Grismart, Takmir Masjid Nurul Huda Tanggunggunung, Panti Asuhan al Husna
Boyolangu, dan Takmir Masjid al Munawwar yang sudah berubah menjadi Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Soerjono Soekanto® mengemukakan empat indikator kesadaran hukum dimana setiap indikator
menunjukkan tingkat kesadaran hukum mulai dari terendah sampai tertinggi. Pertama, pengetahuan
hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.
Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan oleh hukum.
Berdasarkan triangular concept dari Werner Menski, maka hukum tidak dimaknai hanya sebagai hukum
negara (official law, hukum positif tertulis), lebih dari itu juga mencakup hukum yang bersumber dari
norma-norma sosial (triangular of society) dan hukum yang bersumber dari agama, etika, atau moral
(triangular of morality)". Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, hukum tidak hanya dimaknai
dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan zakat, melainkan juga hukum
Islam dan hukum yang bersumber dari kebiasaan muslim Indonesia dalam melakukan pengelolaan
zakau,

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: Alumni, 2004), him. 56.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta:

Kencana, 2015), him. 302.
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PP untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan zakat dri.'liuluzgag;ugr‘lg. Hal ini sebagaimana

ditegaskan oleh RO, pengurus UPZ Masjid Agung al Munawwar 1u ung_gl-.l d. « dikatakon telah
PTUS{'S Pcngelﬁlnan Iakﬂ[ }';],ng ﬂ.dﬂ l.h hIﬂSITd f‘-]'hiunﬂ“'ar mni : ﬂp Upzt ;{ Ela
memperoleh izin secara resmi dari BAZNAS atau legal formal sebagal ?u?m e b
tahunan terakhir ini, dimana hal itu merupakan ingtraiké serta sosialisesi dari BAZNAS

secara langsung. Karena apabila lembaga amil sakat ini tidak membentuk suatu UPZ dan

mendapatkan izin pengelolaan zakal secara langsung dari pusat atau BAZNAS,

dikhawatirkan akan mendapatkan sanksi®.

b. Pengelola zakat mengetahui, memahami, dan menerima hukum, tetapi mewujudkannya dalam
perilaku hukum berupa ketidaktaatan hukum

Pengelola zakat dalam kelompokini mengetahui, memahami, dan menerima ketentuan PP yang
membatasi pengelolaan zakat oleh masyarakat, tetapi mewujudkannya dalam perilaku t]ukum berupa
ketidaktaatan hukum. Pengelola zakat memilih kesadaran hukum yang bersifat negatil dengan tidak
menggunakan (nof use) ketentuan PP yang herkaitan dengan perijinan pengelolaan zakat oleh
masyarakat. Bagian ini direpresentasikan oleh Grismart Tulungagung dan Yayasan al Husna,

GRISMART sebagai amil zakal perkumpulan orang mengelahui ketentuan PP dari laman
BAZNAS. GRISMART yang lahir setelah PP ditetapkan, masih dalam tahap mempelajari secara detail
ketentuan PP. Namun, GRISMART memahami bahwa ketentuan PP bertujuan untuk menertibkan
pengelolaan zakat sehingga lebih transparan, lebih profesional, dan sesuai syariah. Penerimaan
GRISMAR'T terhadap PP ditunjukkan dengan perbaikan sistem administrasi sebagai salah satu syarat
dalam perijinan sebagai LAZNAS Kabupaten. GRISMART menyadari keberadaan LAZ untuk
mendukung dan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat”., Upaya semaksimal mungkin
dilakukan GRISMART untuk menaati ketentuan PP, namun hingga penelitian ini dilakukan ketentuan
perijinan sebagai LAZNAS Kabupaten belum dapat dipenuhi oleh GRISMART.

Perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan
reacting fo something going on in the legal system (reaksi terhadap sesuatu vang sedang terjadi dalam
sistem hukum). Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi ketaatan terhadap hukum, tetapi juga termasuk
reaksi yang bersifat ketidaktaatan terhadap hukum. Lebih lanjut, reaksi itu juga bisa diwujudkan dengan
menggunakan (use) atau tidak menggunakan (nof wse) suatu aturan hukum. Reaksi ketidaktaatan
hukum yang ditunjukkan GRISMART dengan tidak menggunakan (not use) ketentuan PP adalah
bentuk kesadaran hukum yang bersifat negatif.

Yayasan al Husna mengetahui dan memahami ketentuan PP melalui sosialisasi yang dilakukan
oleh BAZNAS Tulungagung dan MUI Tulungagung. Yayasan al Husna meyakini bahwa amil zakat
harus diangkat dengan surat keputusan yang resmi dan memiliki kompetensi untuk melakukan
pengelolaan zakat'®. Pasal 66 membatasi pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau
perkumpulan orang di wilayah yang secara geografis belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ. Selain
itu, pasal 66 menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat perscorangan atau

perkumpulan orang dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) kecamatan. Meskipun yayasan menerima ketentuan Pp yang membatasi pengelolaan

zakat oleh masyarakal, namun yayasan mewujudkannya dalam ketidaktaatan hukum dengan tidak

menggunakan (nof use) ketentuan PP, Yayasan al Husna letap menerima zakat, infaq, dan shadagah dari

masyarakat meskipun beroperasi di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ serta tidak

],

Wawancara dengan RO, pengurus UPZ Masjid Agung al Munawwar Tulungagung, 14 Agustus 2017,
' Wawancaradengan MN, pengurus Grismart Tulungagu ng. 30 Agustus 2017
" Wawancara dengan KA, Wakil Ketua | Yayasan al Husna, 14 Agustus 2017
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i lolaan zakat ilak
melaporkan kegiatan penge yang dilakukan kepads keoqte
Husna memilih kesadaran hukum yang bersifat negatif Pada kepala KUA. Dalam hal ini, Yayasan
. pengelola zakat memahami dan menerima hukum

hukum berupa ketidaktaatan hukum U mewtjudkannya dalam perilaky

membatasi kegiatannya di wilayah yang tidak terjangkau oleh BAZNAS g ma ketentuan pp yang
melaporkan kegiatan pengelolaan zakat kepada kepala Kua. Meskipun din.baz serta keharusan
mewujudkannya dalam perilaku hukum berupa ketidaktaatan h emikian. pengelola zakat

ukum dengan 1idak .
use) ketentuan PP. Pengelola zakat memilih kesadaran hukum yang Lbcrs:f:]k:e;nﬁrgugﬂ‘.m{”m
Ul Bagan ini
ssunggunung Tulungagung,
tahui sama sekal; lentang ketentuan PP,

- an hukum Islam yang diperoleh melalui
dhawuh ulama'. Meskipun pengelola zakat tidak mengetahui ketentuan PF'.‘ na;unpt:i:mn:;fi?;

memahami manfaat dan tujuan PP untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dan layak. Dal
hal ini, seseorang tidak disyaratkan harus terlebih dahuly mengetahui a;]an;’a suatu -.11u:::n l*:t Jlr'n-
terientu, melainkan bagaiman persepsi sescorang dalam menghadapi berbagai hal, dﬂnmlkait;n: I:
dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sik:
dalam tingkah laku sehari-hari. p
Ketentuan PP yang membatasi pengelolaan zakat oleh amil zakat perseorangan atau
perkumpulan orang di wilayah yang secara geografis belum terjangkau oleh BAZNAS d
keharusan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat secara tertulis kepada ke
Agama (KUA) kecamatan dipahami dan diterima oleh Takmir Masjid Nurul Huda.
takmir Masjid Nurul Huda mewujudkannya dalam ketidaktaatan hukum deny

an LAZ serta
pala Kantor Urusan

Meskipun demikian
an Lidak menggunakan

(not use) kelentuan PP. Takmir Masjid Nurul Huda tetap melakukan penge’alaan zakat meskipun
beroperasi di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ serta tidak melaporkan kegiatan

pengelolaan zakat yang dilakukan kepada kepala KUA. Dalam hal ini, takmir Masjid Nurul Huda
memilih kesadaran hukum yang bersifat negatif,

Implikasi Ketentuan PP No. 14 Tahun 2014 yang Diskriminalif terhadap Pengelolaan Zakat oleh
Masyarakat di Tulungagung

Hukum dimaknai sebagai seluruh pengertian dan pengartian yang dimiliki subjek hukum
lentang apa yang benar dan apa yang salah. Hukum sebagai pengontrol tidak bekerja sebagai norma
perundang-undangan, yang mendasarkan kekuatan imperatifnya pada pasal-pasal dalam dokumen
perundang-undangan. Hukum pada hakikatnya adalah fakta-fakta simbolis as it is embedded in people’s
mind and as it is manifested in their actions and interaction™. Hal inilah yang berfungsi secara efektif
sebagai pengantrol seluruh perilaku dalam pengelolaan zakat.

Ketentuan PP No. 14 Tahun 2014 yang diskriminatil menimbulkan perilaku hukum yang
berbeda dari masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat di Tulungagung. Perilaku hukum pengelola
zakal bukan hanya perilaku taat hukum dengan menggunakan (use) ketentuan PP, tetapi juga reaksi
yang bersifat ketidaktaatan terhadap hukum dengan tidak menggunakan (not use) ketentuan PP.

——

13

% Wawancara dengan SUY, takmir Masjid Nurul Huda Tanggunggunung, 27 Angj;tus . .
Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penclitian Hnmh', dalam .
Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Eds.), Metode Penelitian Hukun: Konstelasi dan Refleksi, (Jakara: Yayasan

Pustaka Obor Indonesia, 2017), him. 95.

w———_—_

rate Governance | 233
Konferensi Nasional Hukum Bisnis: Mengintegrasikan Hukum dan Euka ke dalam Corpo



pROSIDING =

bahan masyarakat yang terencana atau dikenal dengan [gy

Hukum dalam hal ini, menggerakkan peru ahan masyarakat saat ini adalah perubahan ¥ang

' ineeri b
as a tool of social engineering. Menurut Dror, peru ‘ N —
diarahkan (directed social change). Hukum merupakan salah satu instrumen yang berp alam

: soliti . <osial, dan budaya. Peran h
perubahan masyarakat, selain instrumen lain seperti pnllllk.ekﬂnﬂml-milal dan budaya. Peran hukum

- 2

i : : : (a1 langsung dan tidak langsung™.
dalam mengubah kehidupan masyarakat dapat bersilat lang |
Ketentuan PP yang diskriminatif berimplikasi terhadap pengelolaan zakat oleh masyarakat dj

Tulungagung. Implikasi tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Perubahan bentuk kelembagaan pengelola zakat . |
Pengelolaan zakat oleh masyarakat telah berjalan sebelum ketentuan PP disahkan. Persyaratan

perijinan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam ketentuan PP adalah ide baru bagi pengelola zakar.
PP menyebabkan perubahan dalam masyarakat khususnya bagi
untuk melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan PP,
gaan adalah Yatim Mandiri Tulungagung,

Penyebaran ide baru melalui ketentuan
pengelola zakat. Pengelola zakat dituntut
Pengelola zakat yang melakukan perubahan bentuk kelemba

LAZISMU Tulungagung, dan UPZ Masjid al Munawwar.
Yatim Mandiri Tulungagung menyadari kehadiran ide baru tentang perijinan melakukan

pengelolaan zakat Jdan memutuskan untuk mencoba ide baru tersebut. Pada tahap selanjutnya, Yatim
Mandiri memutuskan untuk menggunakan ide tersebut dengan melakukan penyesuaian kelembagaan
berdasarkan ketentuan PP. Upaya untuk melakukan perubahan kelembagaan ditempuh Yatim Mandiri
dengan mengirimkan berbagai macam {aporan pengelolaan zakat kepada Yatim Mandiri pusat. Jika
sebelumnya Yatim Mandiri Tulungagung mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat
secara mandiri di Tulungagung, maka berdasarkan ketentuan PP, Yatim Mandiri adalah LAZ
perwakilan dari pusat yang harus mengikuti tata kelola zakat dari Yatm Mandiri pusat baik itu
pengumpulan, pendistriousian, dan pelaporan. Meskipun perubahan kelembagaan sudah dilakukan
oleh Yatim Mandiri dan sudah memenuhi syarit sebagai LAZ perwakilan, namun dalam melakukan
pengelolaan zakat, Yatim Mandiri merasa selalu diawasi dan lebih berhati-hati dalam aktifitasnya®.

LAZISMU Tulungagung termasuk LAZ yang melakukan perubahan kelembagaan dikarenakan
persyaratan perijinan yang ditegaskan dalam ketentuan PP. LAZISMU Tulungagung menyadari,
mencoba, dan selanjutnya menggunakan ide baru dalam ketentuan PP dengan melakukan penyesuaian
kelembagaan. Jika sebelum ketentuan PP, legalitas formal pengelolaan zakat oleh LAZISMU adalah SK
dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan PP, keabsahan
pengelolaan zakat LAZISMU Tulungagung adalah SK yang menginduk pada badan hukum
Muhammadiyah pusat™.

UPZ Masjid al Munawwar juga melakukan hal yang sama dalam menyikapi ketentuan PP. Jika
sebelumnya Masjid al Munawwar melakukan pengelolaan zakat secara mandiri berdasarkan SK takmir
Masjid al Munawwar, maka berdasarkan ketentuan PP, legalitas pengelolaan zakat oleh Masjid al
Munawwar adalah SK BAZNAS Tulungagung yang menetapkan Masjid al Munawwar sebagai UPZ.
Dalam hal ini, UPZ Masjid al Munawwar menyadari, mencoba, dan selanjutnya menggunakan ide baru
dalam ketentuan PP. Perubahan bentuk kelembagaan yang ditempuh UPZ Masjid al Munawwar

berimplikasi pada peningkatan pengumpulan zakat yang diperolch pada tahun 2016, satu tahun setelah
perubahan menjadi UPZ BAZNAS?,

“ Abdul Lauf dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar (Girafika, 2016), him, 54
" Wawancara dengan MU, Kepala Cabang Yatim Mandiri Tulungagung, 9 Agustus 2017,
Wawancara dengan AJ, Kepala LAZISMU Tulungagung, 30 Agustus 2017,

** Wawancara dengan RO, pengurus UPZ Masjid Agung al Munawwar Tulungagung, 14 Agustus 2017,
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p. Berkurangnya peran masyarakat dalam pengelglyyp, zaka
Selain perubahan bentuk kelembagaan yang dil t
dis!-:riminarif berimplikasi pada bfrkurmgn),a ukan oleh

2akat yang
bekerjasama dengan BAZNAS Tulungagung denga . + LAZISNU memulih
,dalah LAZ yang melakukan pengumpulan, pendistribusi
sebagai UPZ BAZNAS, peran LAZISNU menjadi

sakat dibatasi hanya sebesar 70% dari zakat yang

dan menggunakan ide baru tentang perijinan dalam K
Jiskriminatif menyebabkan keterbatasan dan tidak
Jilakukan. Ketentuan PP yang diskriminatif terbuks
dalam melakukan pengelolaan zakat.

maksimalnya akiifitas

b pengelolaan zakat
berimplikasi pada berky Y8

rangnya peran masyarakat

¢. Tidak menimbulkan implikasi apapun bagi pengelola zakat
Ketentuan PP yang diskriminatif tidak selalu berimpl;

masyarakat. Penunaian zakat oleh muzaki bukanlah Semala-mata mengenai berlakunya hukum agam
d

) dari muzaki kepada amil 2akat, Keb;
menunaikan zakat melalui amil zakat yang lerdekal dan dipercava masih tetap dilakukan Zi.ehe:::ni:

.‘c{es!rupuin 1'1.319*""”:1" PP membatasi pengelolaan zak.at oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan
orang di wilayah yang secara geografis belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ serta keharusan
memberitahukan kegiatan penselnlaan zakat secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) kecamatan, namun amil zakat perkumpulan orang tetap melakukan aktifitasnya dan khd.a.k
terpengaruh sama sekali. Amil zakat perkumpulan orang yang n.-lakukan pengelolaan zakat meskipun
tidak memenuhi ketentuan PP adalah: GRISMART Tulungagung, Yayasan al H;sna. dan Takmir Masjid
Nurul Huda,

GRISMART yang didirikan setelah ketentuan PP disahkan, terus berusaha memperbaiki dan
menyiapkan sistem administrasi untuk memenuhi ketentuan PP, Hingga satu tahun pendiriannya,
GRISMART masih belum mempunyai legalitas formal atas kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan.
Mekanisme perijinan dalam ketentuan PP dirasa memberatkan bagi GRISMART. Oleh karena itu,
GRISMART mengharapkan pendampingan, edukasi, serta bantuan BAZNAS untuk melengkapi
persyaratan perijinan sebagai LAZ Kabupaten. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh MN, pengurus
GRISMART Tulungagung:

Grismart masih dalam proses menuju LAZ akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa

menjalankan ketentuan sesuai perundang-undangan. Yang dibutuhkan oleh LAZ baik yang

lama maupun yang baru adalah adanya pendampingan dan edukasi serta bantuan dari

BAZDA. Grismart dibentuk setelah PP No. 14 Tahun 2014 diberlakukan. Bahkan kami juga

masih dalam proses legalisasi. Akan lebih berat untuk terpenubhi syarat vang diberikan terkait

persyaratan organisasi, mekanisme perijinan, pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS
dan LAZ*,

1

Wawancara dengan SH, Dewan Pengawas LAZISNU Tulungagung, 31 Agustus 2017.
" Wawancara dengan MN, pengurus Grismart Tulungagung, 30 Agustus 2017.
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shadagah dari masyarakal untuk membiayai

1ak binaan di luar yayasan. Ketentuan PP yany
babkan yayasan mr:nghcnlik:m al:li[ilnmm

Yayasan al Husna menerima zakat, infaq. dsr:“
pendidikan santri yang, bermukim di yayasan dan anak-
ak menye

+<an, meskipun tidak
p menerima sakat, infaq, dan shadagah dari

membatasi amil zakat pr.-rl-;umpulnn orang lid memenuhi ketentuan Pp -‘il‘lmgai
- " 'I f
Masyarakat tetap menunaikan zakal melalui yay

amil zakat perkumpulan orang. Yayasan g yekau oleh BAZNAS dan LAZ serta tidak
Coilavall vang terjangr. ;

masyarakal meskipun beroperasi di wilayah ?|:|"|}|;“k-1jn L-Ill-p;t'-!" kepala KUA. Hal imi membuktikan

ang, difakuks

1an zakal yang Jilakukan oleh Yayasan al Husng,
sampai sckarang ini masih sehatas

melaporkan kegiatan pengelolaan zakat y
bahwa ketentuan PP tidak berimplikasi pada P""Pr':hﬂ _
1a ini sendiri,

Torkait donoan oo 2 -atdi Al-Husi
beskalsdengan pengelobama at ini panti asuhan Al-Husna hanya sebatag

menerima zakat dari masyarakat. Jadi untuk sa -
menerima dana zakat secara langsung, dari muzakki®.

akat khususnya zakat mal berupa jagung,

Takmir Masii melakukan pengelolaan 2 .
Fakmir Masjid Nurul Huda P an perijinan amil zakat perkumpulan

Takmir masjid tidak menyadari adanya :de baru berkaitan deng N
orang dalam ketentuan PP. Selain itu, nmsﬂ,*ar.:ulp‘.:lt juga L‘ur.mg pfr-.::\':-’a terhac I.IL]"- it n:: " i ; g Al -‘: }} ang
dilakukan oleh lembaga yang belum dikenal. Halinilah yang menyebabkin:takmirMagjic Nurul Huda
tetap melakukan pengelolaan zakat. Ketentuan PP yang mei ) . : . :
wilayah yang sccara geografis tidak terjangkau oleh BAZNAS d'.-.n‘l.r'*.z‘i serta Ll‘.‘]lflﬂ’lhc’ll'l rrfdupnrknn
kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada kepala KUA, tidak lm'n:.'urull::'.n Innulkuh. lu.kmilr
Masjid Nurul Huda untuk melanjutkan aktifitas pengelolaan zakat. H"“"."“‘l_;m Y yang dll.k”m“m.“r
tidak berimplikasi pada pengelolaan zakal yang, dilakukan takmis Masjid Nurul Huda. Hal ini
sehagaimana dikemulkakan oleh SUY, takmir Masjid Nurul Huda: ‘

Kalau undang-undang dan PP sama sekali kani belum mengetalivi, Kami hanya tahu aturan

centang zakat sebatas dari para ulama saja (hukum Islam). Yang mendorong kami membayar

zakat ity adalah “dawub” ulama (fatwa ulama). Akhir-akhir ini masyarakat sedikit kuranp

batast amil zakat perkumpulan orang di

percaya pada lembaga (yang belum jelas)™.

Untuk menghadirkan keadilan substantif, peraturan hukum dapat tidak ditegakkan oleh
penegak hukum. Kebijakan untuk tidak menegakkan hukum (non-enforcement of law) dapat dilakukan
dalam situasi berikut ini: Pertama, jika hukum tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan
rasa keadilan rakyat, tidak dimengerti karena bahasa hukum yang sulit dimengerti. Bahasa hukum yang
pada umumnya berasal dari golongan penguasa dan sulit dimengerti oleh rakyat merupakan suatu
kesombongan kekuasaan (the arrogance of power). Kedua, jika peraturan pelaksanaan merupakan
keharusan pada produk hukum tertentu. Tanpa peraturan pelaksanaan, produk hukum tersebut secara
operasional akan berhenti fungsinya dan hanya sekedar bahan diskusi™.

Ketentuan PP yang diskriminatilf memberikan perlakuan yang berbeda kepada pengelola zakat
yang dibentuk olch pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat
sudah berjalan sebelum ketentuan PP disahkan. Selain itu, penunaian zakat oleh muzaki tidak hanya
berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi juga kepercayaan (trust) terhadap amil
zakat. Ketentuan PP yang tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan rasa keadilan rakyat,
dan tidak dimengerti karena bahasa hukum yang sulit dimengerti adalah kondisi yang, memungkinkan

kebijakan untuk tidak menegakkan hukum (non-enforcement of low) untuk menghadirkan keadilan
substantif.

7 wWawancara dengan KA, Wakil Ketua | Yayasan al Husna, 14 Agustus 2017,

“ Wawancara dengan SUY, takmir Masjid Nurul Huda Tanggunggunung, 27 Agustus 2017,
# Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thala Media, 2015), him. 40.
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' elentuan PP, ang;-[q!;

sakat memilih kesadaran hukum negatif,
[mplikasi ketentuan PP No. 14 Tahun 2014

v i _ yang diskriminatif terhad.
masyarakat di Tulungagung dibedakan menjadi tiga, yaitu; a) P:r:i":i;lil;::fln-gtlnran AL dlek
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menimbulkan implikasi apapun bagi pengelola zakat. an zakat; dan ¢)Tidak
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